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BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 62 TAHUN 20i6

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR ¢ TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2016, mengamanatkan Pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
Kabupaten dengan menyusun dan menetapkan
kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten tahun 2016;

b.  bahwa  berdasarkan pertimhangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dan Program

Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten

Dompu Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 1655);
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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10.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601});

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594j;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
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tentang Pedoman Teknis Organisasi d
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ispeKtorat Provinsi dan Kabupaten/ Kola;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2016; '
Pcraturan Dacrah Kabupaten Dempu Nomor 04 Tahun

T
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Menetapkan :

11,

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun
2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kenja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun
2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
DOMPU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

o ol

o

Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Dompu.

Sekretaris Daerah, selanjutnva disingkat Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.

Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut
Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dompu adalah acuan, sasaran dan
prioritas pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten
Dompu.

Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat
(PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan
dalam opelaksanaan ovembinaan dan openeawasan di
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2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun
2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Nomor 04};
. 11.  Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Dacrah Kabupaten Dompu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
- Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun
2008 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

’ Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN

- PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
DOMPU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
' . INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016.
BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

: 3. Bupati adalah Bupati Dompu.

4. Sekretaris Daerah, seianjutnya disingkat Sckda adaiah
Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.

5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut
Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah.

6. Kebyakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dompu adalah acuan, sasaran dan
prioritas pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten
Dompu.

7. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat
(PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan
dalam npelaksanaan vpembinaan dan ovenegawasan di
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Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun
2016.

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemenntahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam

5 rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan

menyejahterakan masyarakat.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu,
selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdini
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daersah,
Kecamatan, dan Kelurahan.

- 10. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah
perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur
pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PKPT

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengawasan

Pasal 2
(1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
i . Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 dilaksanakan dalam

rangka optimalisasi pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Dompu untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Kebijakan pengawasan penyvelenggaraan pemerintahan
daerah Kabupaten Dompu mempunyai tujuan dan sasaran
sebagai berikut:

a Tuaimnan:

a. Tujuan:

1. peningkatan manajemen Pemerintahan yang baik
(good governance);

2. peningkatan pelayanan prima instansi pemerintah
. kepada masyarakat;

3. peningkatan aparatur pemerintah yang bersih dan
bebas KKN (Clean Governance);

4. peningkatan kualitas sistem pengawasan,;

S. peningkatan kerja sama dalam penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan; dan

s 6. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

b. Sasaran:
P 1. tercapainya pengelolaan Pemerintahan yang baik;

2. tercapainya pelayanan prima pada semua SKPD; ¥
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3. berkurangnya kolusi, korupsi, nepotisme, dan
berbagai penyimpangan;

4. meningkatnya kualitas sumber daya manusia;

S. peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang
memadai; dan

6. adanya laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

(3) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Rencana Kerja Pengawasan;

b. Ruang Lingkup/ Kegiatan Pengawasan;
c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
d. Laporan Hasil Pengawasan.

{4) Uraian Kebijakan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PKPT
Pasal 3

(1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun
Inspektorat Kabupaten Dompu merupakan pedoman dalam
melaksanakan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dompu tahun 2016.

(2) Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur
Pembantu yang menjadi wilayah Obyek Pemeriksaan diroling
1 tahun sekali dengan mengikuti arah jarum jam terbalik.

(3) Wilayah kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektur
Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Inspektur Pembantu Wilayah | membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan
Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi:

1. Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat meliputi:
AO'\

Y Kot MNoeant A ar -
a) naiiwvi ai DCS& ST K\t\o- Kcmyv Naczaia

Kecamatan Pekat;
b) TK, SD se- Kecamatan Kempo dan Kecamatan
Pekat;
c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Kempo dan
Kecamatan Pekat;
d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan
Kempo dan Kecamatan Pekat;
e) UPTD Puskesmas di- Kecamatan Kempo dan
Kecamatan Pekat; dan
fy UPTD Dikpora di- Kecamatan Kempo dan
Kecamatan Pekat.
2. Kantor Lingkungan Hidup dan Penanaman
Modal Kabupaten Dompu;
3. BAZDA Kabupaten Dompu;
4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kabupaten Dompu;
5. Dinas Koperindagtamben Kabupaten Dompu; &
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6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Dompu;

7. SKB Kabupaten Dompu;

8. Dinas PPKAD Kabupaten Dompu;

9. BKD Kabupaten Dompu; dan

10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi wilayah

kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan

Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu,

Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi:

1. Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu’'u meliputi:

a) Kantor Camat, Kelurahan dan Desa se-
Kecamatan Dompu dan Kecamatan Hu'u;

b) TK, SD Sederajat se- Kecamatan Dompu dan
Kecamatan Hu'u;

c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Dompu dan
Kecamatan Hu'u;

d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan
Dompu dan Kecamatan Hu'u;

e) Puskesmas UPTD Puskesmas di- Kecamatan
Dompu dan Kecamatan Hu'u; dan

f) UPTD Dikpora di- Kecamatan Dompu dan
Kecamatan Hu'u;

Dinas Peternakan Kabupaten Dompu;

Perusda Kapodarawi Kabupaten Dompu;

Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu;

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Dompu;

Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu;

Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten

Dompu;

8. Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;

9. Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu; dan

10. Bappeda dan Litbang Kab. Dompu.

N haN

Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi wilayah
kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi; Satuan
Kcrja di lingkungan Pcmcrintah Kabupaten Dompu,
1. Kecamatan Manggelewa dan Kilo meliputi:
a) Kantor Camat dan Desa Kecamatan Manggelewa
dan  Kecamatan Kilo;
b) TK, SD se- Kecamatan Dompu, Manggelewa dan
Kecamatan Kilo;
c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Manggelewa
dan Kecamatan Kilo;
d} SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan
Manggelewa dan Kecamatan Kilo;
e} UPTD Puskesmas di- Kecamatan Manggelewa dan
Kecamatan Kilo; dan
ﬂ uPTD nnlrmm di- Kecamatan Mnngcgol we dan
Kecamaam Kilo;
2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Dompu;
3. Ispektorat Kabupaten Dompu;
4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu;
S. Kantor Perpustaksan, Arsip dan Dokumentasi
Kabupaten Dompu-

(7)



(4)

(S)

(1)

6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
Kabupaten Dompu;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Dompu;

8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Dompu; dan

9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Dompu.

d. Inspektur Pembantu Wilayah [V membawahi wilayah
kerja pembinaan dan pengawasan pada Instansi/ Satuan
Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu,
Kecamatan dan Desa/Kelurahan meliputi:

1. Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja meliputi:
a) Kantor Camat, Kelurahan dan Desa se-
Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja;
b) TK, SD, se- Kecamatan Pajo dan Kecamatan Woja;,
c) SLTP (SMP Sederajat) se- Kecamatan Pajo dan
Kecamatan Woja;
d) SLTA (SMA, SMK Sederajat) se- Kecamatan Pajo
dan Kecamatan Woja,
e) UPTD Puskesmas di- Kecamatan Pajo dan
Kecamatan Woja; dan
f) UPTD Dikpora di- Kecamatan Pajo dan
Kecamatan Woja.
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana Kabupaten Dompu;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Dompu;

Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu,

PDAM Kabupaten Dompu;

Badan Kesbang poldagri Kabupaten Dompu;

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Dompu;

Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu;

RSUD Kabupaten Dompu.

Sambll menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Dompu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kena Lembaga Tehnis Daerah., perlu dikeluarkan Surat

Keputusan Bupai icniang n:ujuuwmn nugas dan m.iugsn ai

lingkungan Inspektorat Kabupaten Dompu.

w

NP .

©

PKPT Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Hari Pemeriksaan

Pasal 4
Hari pemeriksaan operasional/reguler dan monitoring tindak
lanjut hasil pemeriksaan disesuaikan dengan penilaian
tingkat resiko obrik yang diperiksa, sedangkan untuk
kasus/khusus jumlah hari pemeriksaan disesuaikan dengan
kebutuhan, sebagaimana tertera dalam lampiran PKPT.
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2} Terhadap pemenksaan khusus/kasus dapat dilaksanakan
pemeriksaan diluar han kerna efekuf atau berdasarkan harn
kalender

Bagian Keempat
Susunan Tim

Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan reguler dibentuk
tim dengan susunan terdiri dari:
a. Penanggung Jawab Tim /Wakil Penanggung Jawab Tim;
" b. Pengendali Teknis (Dalnis):
c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim.
(2) Dalam melaksanakan tugas monitoring dibentuk tim dengan
susunan:
a. Ketua Tim; dan
b. Anggota Tim.
(3) Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan khusus dibentuk
tim dengan susunan:
a. Ketua Tim; dan
b. Anggota Tim.

(4) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 tugasnya
- dirinci sebagai berikut:

a. Penangung Jawab Tim/Wakil Penanggung Jawab Tim
- mempunyai tugas:
1. menetapkan program kerja audit tahunan;
2. menunjuk tim untuk melaksanakan tugas audit; dan
3. melakukan kajian tingkat resiko obyek pemeriksaan
vang di audit.

b. Pcngcndah Teknis mempunyai tugas:
1. mclaksanakan Lusno peiigawasain mulai \&hﬁp
perencanaan sampai dengan penyelesaian audit;
4 2. melakukan pengendalian dan menyusun standar
operasional pemeriksaan,
. 3. memberikan jaminan atas hasil pengawasan audit;
Aan

\icaia

4. bertanggung jawab terhadap hasil audit.

¢. Ketua Tim mempunyai tugas:
1. menyusun rencana dan melaksanakan tugas audit;
2. memimpin dan mengarahkan tim audit; dan
3. menyusun laporan hasil audit.

d. Anggota Tim mempunyai tugas:
1. melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai yang di
tugaskan oleh ketua tim;
2. membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dan Kertas Kerja
Pemeriksaan (KKP); dan
3. membantu ketua tim dalam menyusun laporan hasil
audit. VA
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Dalam

Bagian Kelima
Kewajiban Tim

Pasal 6
rangka mewujudkan Good Governance dan Clean

Governance, Tim dalam melaksanakan Pemeriksaan Wajib:

1.
2
3.

menaati kode etik APIP;
melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
menerapkan menejemen berbasis resiko.

BAB 111
TUNJANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 7

(1) Terhadap Aparat di lingkup Inspektorat Kabupaten Dompu

diberikan Tunjangan Khusus Aparat Pengawas Intern
Pemerintah.

(2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dibayarkan setiap bulan melalui DPA Inspektorat kabupaten
Dompu.

Pasal 8

(1) Pemberian Tunjangan Khusus Pengawasan diberikan

berdasarkan jenjang jabatan dan beban tugas.

(2) Besaran Tunjangan khusus pengawasan untuk masin-

(1)
(2)

(1)

(2)

masing Aparat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 9
Biaya operasional pemeriksaan Reguler diberikan
berdasarkan jumlah hari perjalanan.

Besarnya biaya hari perjalanan Dinas disesuaikan dengan
standar perialanan dinas vang herlakn dalam tahun

anggaran 2016, T

Pasal 10
Biaya operasional pemeriksaan khusus/kasus diberikan
biaya penanganan kasus/khusus dan tidak berdasarkan
han perjalanan dinas.
Besarnya biaya operasional penanganan kasus/khusus
ditetapkan berdasarkan masing - masing wilayah obyek
pemcnksaan, sebagai berikut:

a. Kecamatan Dompu . Sebesar Rp. 2.200.000

b. Kecamatan Woja, : Sebesar Rp. 2 250 000
c. Kecamatan Pajo : Sebesar Rp. 2.250.000;
d. Kecamatan Hu'u : Sebesar Rp. 2.250.000;
e. Kecamatan Manggelewa : Sebesar Rp. 2.250.000;
f. Kecamatan Kilo : Sebesar Rp. 2.700.000;

Kecamatan Kempo : Sebesar Rp. 2.250.000; /
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h. Kecamatan Pekat . Sebesar Rp. 3.000.000;

Bagian Kedua
Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu melalui DPA SKPD
Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2016.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 12
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai beriaku, Peraturan Bupati
Dompu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu dan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten
Dompu Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal 4 Januari 2616
%. BUPATI DOMP

MUHAMMAD AGUS PATRIA /£~

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRET. DAERAH
KAB DOMPU,
~_AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 62




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR ¢/ TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2016 DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU
TAHUN ANGGARAN 2016.

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016

I. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat
telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-
azas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan,
keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman
daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan
Lesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan
kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam
mewujudkan Kkesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing
daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar
selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

Inspektorat Kabupaten Dompu sebagai unsur pelaksana pemerintah
daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan di Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Untuk peningkatan
efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Kabupaten Dompu
perlu menyusun Kebijakan Pengawasan.

Kebiiakan pengawasan penyvelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten Dompu telah mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun
2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Tahun 2016, kebijakan
tersebut mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

|. Tujuan:

Pembangunan pengawasan di Kabupaten Dompu pada Tahun 2016

diarahkan pada:

a  peningkatan managemen Kcpomerintahan yang baik  {good
governancey,

b, peningkatan pelayanan prima instansi pemerintah kepada
masyarakat,

¢ peningkatan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
¢. peningkatan kualitas sistem pengawasan,
e peningkatan kerja sama dalam penyelesaian tndak lanjut hasil

pemeriksaan; dan j
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peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

' Sasaran:

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Kabupaten Dompu
2016 menetapkan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

oo oW

tercapainya pengeiolaan kepemerintahan yang baik;

tercapainya pelayanan prima pada semua SKPD;

berkurangnya kolusi, korupsi, nepotisme,dan berbagai penyimpangan;
peningkat sumber daya aparatur yang berkualitas;

peningkatan kesadaran, ketaatan terhadap peraturan dan perundang-
undangan;

peningkatan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai; dan
adanya laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka kebijjakan dan
program yang dilaksanakan adalah:

a

Kebijakan Bidang Aparatur:
Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. program peningkatan dan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan melalui diklat auditor
dan P2UPD.

2. program peningkatan kesejahteraan aparatur.

Kebijakan Bidang Organisasi /| Pengawasan:

Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut:

1. program penataan dan penyempurnaan Kkebijakan sistem dan
prosedur pengawasan,

2. program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; dan

3. program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana:

Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut:

) TORraln penin tan sarana dal prasarana,
prog P

2. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.

3. Program Peningkatan sumber daya Aparatur Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).

1. RUANG LINGKUP/KEGIATAN PENGAWASAN

Ruang lingkup/Kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Dompu
sebagal pelaksana pengawasan di Kabupaten Dompu mencakup:

kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pclaksanaan
tugas dan fungsi SKPD/unit kerja lingkup pemerintahan kabupaten

T [ (LTI 3
mcupuu.

L o

a.

ca0 g

pemeriksaan kinerja/pemeriksaan komperensif reguler SKPD dan
sekolah dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;

review laporan keuangan pemerintah daerah;

pemeriksaan kinerja/ reguler pada pemerintahan desa,

evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja,

evaluasi sistim pengendalian internal SKPD /unit kerja. é
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f. pemerniksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;

g. pemeriksaanterpadu dengan inspektorat kementerian / lembaga
pemerintah non kementerian atau BPKP;

h. pendampingan, asistensi, fasilitasi dan pembinaan,

reviu RKA SKPD /unit kerja.

-

2. kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju Good Governance,
Clean Government, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten:
a. mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
1. PMPRB online;
2. evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan);
3. pembangunan zona integritas.

: 1. mengawal pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
serta Peraturan Perudang-undangan tindak lanjut dan melakukan
pemantauan secara periodik setiap triwulan;

2. penguatan sistim pengendalian internal;
3. pemantauan penerimaan CPNS;
4. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. kegiatan penunjang pengawasan:
a. penyusunan petunjuk teknis dibidang pengawasan;
b. rapat koordinasi;
c. tugas lain sesuai perintah bupati.

* Pengawasan urusan Pemerintahan Desa dilakukan terhadap:
a. administrasi pemerintahan desa;
b. pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

[I. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
Iindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan obrik di Wilayah Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dompu oleh pengawas Internal maupun eksternal
iilakukan melalui Monitoring/ Tindak Lanjut hasil Pengawasan ke
masing-masing obrik sebagai bahan pemuktahiran data dan evaluasi
bersama BPK perwakilan Propinsi NTB, BPKP Perwakilan Propinsi NTB
maupun Inspektorat Propinsi NTB secara berkala.

Untuk nptimalisasi tindak lanjut hasil temuan dan pengembalian kerugian
Negara/ Daerah dan memperhatikan masih banyaknya temuan hasil
pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat
c:undak lanjuti maka dilakukan langkah-langkah:

kepala satuan keria perangkat daerah wajib melaksanakan tindak

lanjut hasil pengawasan

tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 selambat

lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya

laporan hasil pengawasan.

& 3. Wakil Bupati Kabupaten Dompu bertanggung jawab atas pelaksanaan
tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan
kerja perangkat daerah, .

. 4. Inspektorat Kabupaten Dompu melakukan pemantauan dan monitoring
terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 terkait keuangan negara/daerah maupun yang
bersifat administrasi. ¢

N
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5. APIP memberikan Pendampingan terhadap Unit Kerja saat Pemeriksaan
oleh BPK untuk mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan

6. Terhadap temuan yang terkait Keuangan Negara/Daerah Yang
berdasarkan Hasil Pemantau dan Monitoring yang belum ditindak
lanjut sebagai mana Poin (1) maka Inspektorat Kab. Dompu Wajib
Menyerahkan Kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk Penyelesaian
Lebih Lanjut.

IV. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

1. Setiap hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam laporan hasil
pemeriksaan (LHP )

2. Laporan hasil pemeriksaan disusun oleh tm pemeriksa yang
kemudian disyahkan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu
untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Dompu. Bupati Dompu

e menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur Nusa Tengara Barat.

V. TUNJANGAN KHUSUS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

1. Pemberian tunjangan khusus Pengawasan digunakan untuk peningkatan
kinerja pengawasan terhadap SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Dompu, pelaksana urusan Pemerintah Pusat di Daerah,
percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan
publik pada pemerintahan kabupaten dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan lainnya termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Disamping itu APIP melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan
oleh atasan, yaitu:

< a. pembinaan/consulting/pendampingan/asistensi dan fasilitasi

meliputi : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu
Rencana Kerja Perangkat Daerah, Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja,
Evaluasi Sistim Pengendalian Intern SKPD/Unit Kerja, dan pemeriksa
dengan tujuan tertentu (investigasi), Pembinaan dan Pengawasan
terpadu  dengan  inspektorat  Kementeraan/Provinsi; Lembaga
Pemerintah Non Kementeriaan atau BPKP, Pengarusutamaan Gender,
Pendampingan. asistensi dan fasilitasi.

b. tugas khusus dalam rangka percepatan menuju good govemance,
clean goverment, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Kabupaten
meliputi : mengawal reformasi birckrasi melalui kegiatan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), pemantauan
pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-
2025, pemantauan dan pengawasan atas Pengelolaan Anggaran
Pendidikan, Pengawasan SPI, Pemantauan Tindak Lanjut, Evaluasi
perkembangan Kkinerja periodik (triwulan) dan kegiatan pembinaan
dan pengawasan yang di tugaskan Bupati mengenai hal-hal yang
dianggap strategis di lingkup daerah Kabupaten Dompu.

74
; ﬁ% BUPATI DOIQ

AGUS PATRIA é-

(15)




(91)

INSPEXTORAT NALUPATEN DOMPU
PROGRAM RERJA PEROAWASAN TAHUNAN (PXPT) TAHUN 2016

Tulan Janueas 2006
~JENTe
NO. | UNIT ORGANISAS! | PENUGASAR/SASARAN, | JUMLAH PERSONIL TIM JLH HARI _ JUMLAH BIAYA ___Jh JLH LHP WIL. [RBAN |
URUT TUJUAN DAN JENIS RPL
PENGAWABAN QOL.II  |GOL. IV STUAN(RP) TOTAL(RP)
1 2 3 4 -} 6 7 8 9 10 11
1| Peket Audit Opzrasional 2016.01.2 7 20 120,000 16,800,000.00 12 1
SDN (01,08,10,12,1§1. _ 2016.02.1 2 20 140,000 5,600,000.00
20,21,22,23,25,26] |2.Pengeklaan Dana BOS
3. iaan Asel = d
4. nggaraan ADM
Kepegawiian
23,400,000.00
2|Hu'u Audit Operasional 2016.02 1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 13 i
SDN (01.02.03,04,05 1. Tupakei 2016.03.2 2 20 70,000.00 2,800,000.00 i
07,08,09,10,11,12,132. iaan Dana BOS
3. flaan Aset. ]
3.Penyelcnggaraan ADM -
Kepegawaian
11,200,000.00
3|Manggelewa Audit Operasional 2016.02.3 7 20 60,000.00 8,400,000.00 12 i
ﬂ 1,02,06,07,12}1. d 2016.0¢4 1 2 20 70,000.00 2,800,000.00
14,17,18,20,28.29) |2 Pengelolaan Dara BOS ]
3.
%mm
11,200,000.00
4|Woja Audit Operasiona! 2016.02.3 7 20 50,000.00 7,000,000.00 6 ] v
SDN (05,06,21,27,28 1. Tupokui 2016.04 1 2 20 55,000.00 2,200,000.00
2.Pengebolaan Dara BOS
3. plaan Asct
4. yelmnn ADM
Kepegawaian
9,200,000.00
JUMLAH TOTAL §4,000,000.00 B

-\
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Bulan ; Pebruan 20106

JENES RMP
UNIT ORGANISAST | oy iGASAN/BASARAN, JUMLAH PERSONIL TIM |JLE HARI JUMLAE BIAYA JLELEP | WIL. IRBAN
TUJUAR DASN JENIS RPL
PENGAWASAN GOLIN |GOL. IV TOTALRP)

2 3 4 5 6 7 9 10 11
Kecamatin Pekat  |Audit Operasional 2016.02.1 7 20 120,000 16,800,000.00 6 1
SMP {01 02,05) 1.Tupoksi 2016.03.1 2 20 140,000 5,600,000.00
SMA (01,02) 2.Pengelolaan Dana BOS
SMKN 01 3. 1 Aset

4, araan AL'M
Kepegawaian
22,400,000.00
Kecamatan Hu'u Audit Operasional 2016.02.1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 6 I
SMP (01,02) 1.Tupolesi 2016.03.1 2 20 70,000.00 2,800,000.00
SMPN 03,04 SATAP |2 Fengelolaan Dana BOS
SMAN 01 3.Pengelolaan Aset ————
SMKN 01 4 Penyelenggaraan ADM
Kepegawaian
11,200,000.00
Kec. lhn.gkll Audit Operazional 2016.02.1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 6 1
SMPN(01,02,03) 1. Tupoksi 2016.03.1 2 20 70,000.00 2,800,000.00
SMPT KEMPO 02 _ |2.Pengelolaan Dana EOS
SMAN 01 3. n Aset
SMKN 01 .Penyclenggaraan ADM
Kepegawaian.
11,200,000.00
Kecamatan Woja  [Audit Operasional 2016.02.1 7 20 50,000.00 7,000,000.00 6 v
SMPN (03,04,05,07)| 1. Tupoksi 2016.03.1 2 20 55,000.00 2,200,000.00
SMP PGIlI SANEO _ [2.Pengelolaan Dana EOS
SMKN 01 3.Pengelolaan Aset
4 Penyclenggaraan ADM
Kepegawaiar
i 9,200,000.00
JUMLAH TOTAL $4,000,000.00




~—

Bulan : Maret 2016

T IRMP
F-'—o—'- | UNIT ORGANTSASI PENUOASAN /SARARAN, JUMLAH PERSOKOL TIM |JLH HARI JUMLAH BIAYA JLH LEP WIL. IRBAN
URUT TUJUAN DAR JENS RPL
PERGA'WABAN GOLIO  |GOL. IV SATUAN(RP) TOTAL{RP)
i 2 Kl 4 5 6 7 8 9 10 11
1{Kecamatan Pekat |Audit Operasional 2016.03.1 7 20 120,000 16,800,000.00 12 ]
Desa se- Kecamatan | 1. Tupoksi 2016.04.1 2 20 140,000 5,600,000.00
2.Pengebolaan Dana
Desa/ADD
3. Aset
4.Penyelenggaraan ADM
Kepegawaian
23,400,000.00
2|Kecamatan Hu'n Audit Operasional 2016.03.1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 8 1
Desa se- Kecamatan | 1.Tupoksi 2016.04.1 2 20 70,000.00 2,800,000.00
2.Pengelolaan Dana
Dess /ADD
3. iAset
3. aan ADM -
Kepegawaian
11,200,000.00
3|Kec. Mangjelewa  |Audit Operasional 2016.02.1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 12 m
Desa se- Kecamatan | 1. Tupolsi 2016.03.1 2 20 70,000.00 2,800,000.00
2.Pengelolaan Dana
Desa /ADD
3.Pengelolaan Aset
4 Penyelenggaraan ADM
Kepegawaian
11,200,000.00
4|Kecamatan Woja  |Audit Operasional 2016.02.1 7 20 50,000.00 7,000,000.00 i1 v
Desa 2¢- Kecamatan | 1. Tupoksi 2016.03.1 2 20 55,000.00 2,200,000.00
2.Pengelolaan Dana
Desa/ADD
3. Aset
4 Penyelenggaraan ADM
Kepegawaian
9,200,000.00
JUMLAH TOTAL 54,000,000.00
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Bulan  April 2010

JENTS RMP
UNIT ORGANISAS] | PENUGAS/N/SASARAK, JUMLAE PERSONIL TIM |JLH HARY JUMLAH RIAYA JLE LHP WIL. IRBAN
TUJUAN DAN JEINS RFL
PENGAWASAN QOL.IN BTUAR(RP) TOTAL{RP)

2 3 4 5 7 8 9 10 11
Kecamatsn Kempo JAudit Operasional 2016.04.1 7 20 60,000 8,400,000.00 11 [
SDN (02,(4,06,08,09 1. Tupoksi 2016.05.1 20 70,000 2,800,000.00
12,14,16,18,20} z.whn Dana BOS

3. 1 Aset
i 11,200,000.00
Kecamatsn Dompu Operasional 2016.04.1 7 20 50,000.00 7,000,000.00 17 n
SDN {01,02,03,05,07]1. Tupoksi 2016.05.1 20 55,000.00 2,200,000.00 B
12,13,15,16,19,21,242 Pengelolaan Dana BOS
25,33,35) 3.Pengelolaan Aset
4 Penyclenggaraan ADM
Kepegawaian |
{ 9,200,000.00
Kecamatén Kilo Audit Operasional 201604.1' 7 20 60,000.00 8,400,000.00 9 m
SDN(,0102,03,04,05]1 Tupoksi 2016.05.1 | 20 70,000.00 2,800,000.00
12,15,16) 2 Fengeblaan Dana BOS ;
3. ) Aset "
4. araen ADM
Kepegawaian
{ 11,200,000.00
Kecamatan Pajo _ JAudit Operasional 201604.1 1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 7 v
SDN (01,07,08,09,11}1.Tupoksi 2016.05.1 | 20 70,000.00 2,800,000.00
14) 2.Pengelolaan Dana BOS |
3. 1 Aset |
4 Penyelenggaraan ALM | ]
Kepegawaian |
! 11,200,000.00
JUMLAH TOTAL 42,800,000.00
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Hulan Met 2010

Juns P
NO. | UNIT ORGANISASI | PENUGASAN/SABARAN, JUMLAH PERSONIL TTIf |JLE HAR1 JUMLAH BIAYA JLH LHP WIL. IRBAN
URUT TUJUAN DAN JENIB RFL
PERGAWASAN GOoLm  |QOL. IV STUAN(RP) 'TOTAL(RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1|Kecamatan Kempo |Audit Operasional 2016.04.1 7 20 60,000 8,400,000.00 8 1
SMPN (01,02,03) _ [1.Tupoksi 2016.05.1 2 20 70,000 2,800,000.00
SMPN 04,05 SATAP |2 Pengelolasn Dana BOS)
SMAN (01,02) 3.?” Aset
SMKN 01 4 Penyelenggarnan ADM
Kepegawaian
11,200,000.00
2|Kecamatan Dompu _|Audit Operasional 2016.04.1 7 20 $0,000.00 7,000,000.00 12 1]
SMPN{01,02,03,04,0{ 1. Tupoksi 2016.05.1 2 20 55,000.00 2,200,000.00
06,07) 2 Pengelolaan Dana BOS
SMAN(01,02,03) 3. Aset
SMKN (01,02) 4 Penyelenggaraan ADM
Kepegawaian
o 9,200,000.00
3{Kecamatan Kilo Audit Operasional 2016.04.1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 5 m
SMPN 01,SMP02 SAT 1. Tupoksi 2016.05.1 2 20 70,000.00 2,800,000.00
SMAN{01,02) 2.Pe_n’lolnn Dans BOS3
SMKN 01 3%\&(
4, aan ADM
Kepegawaian
11,200,000.00
4|Kecamatan Pajo __|Audit Operasional 2016.04.1 7 20 60,000.00 8,400,000.00 5 v
SMPN(01,02,03 SATA 1. Tupoksi 2016.05.1 2 20 70,000.00 2,800,000.00
SMAN 01 2 Pengelolaan Dana BO3
SMKN %\m
4.Pen: aan ADM
Kepegawaian
11,200,000.00
JUIMLAE TOTAL 42,800,000.00
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Hulun

Jum 20104

UNIT ORGANIBAS)

JUMLAH HIAYA

STUAN(RP)
e

—

[Kecamatan Kempo

2016.06.1

50,000

7,000,000.00

Desa Se-Kecamatan

2016.07.1

(=111

55,000

2,200,000.00

2|Kecamatan Dompu

2016.06.1

50,000.00

7,000,000.00

10

Desa Se-Kecamatan

2016.07.1

3|8

55,000.00

2,200,000.00

n

3Kecmtnnll§o

Audit Operasional

2016.06.1

50,000.00

7,000,000.00

Desa Se-Kecamatan

I Tupoles

2016.07.1

55,000.00

2,200,000.00

2. Pengelolaan Dana
desa/ADD

3 Pengeiolaan Aset Desa

4 Penyelenggarean ADM

PAD

Kepegawaian
S.

B e S

m

»

Kecamatan Pajo

Audit Operasiornial

2016.06.1

50,000.00

X .
7,000,000.00

Desa Se-Kecamatan

2016.07.1

3|8

55,000.00

1.Tu i
aha

Desa/ADD

~72,200,000.00

3.Pengelolaan Aset Desa
X Peny! ian ADM

waian

—

S. Pe: laan PAD

te

SRS oa—

-

TEREETORESIIOrT] [ ONSSNISEenouee]

JUIMLAR TOTAL
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kg - L ' . . .
Bulan : Juli 2016
JENT) Rur
UNIT OROGANIBASE PENUGABAN/ABARAN, JUMLAR PERSONIL TIM |JLH FARI JUMLAH BIAYA JLH LEP WIL. IRBAN
e e GOLII v STUAN TOT!
QOIL..
¥ § m ¥ S - S # M{q TO" TT
KTR LH DAN FMD  |Audit Operasional 2016.06.1 7 20 50,000 7,000,000.00 2 1
(DINAS PPKAD 1%&3
2 Pengelolaan Anjggaran A
SKPD
3. Asct
7. o ADM J
Kepegawaian 2016.07.1 2 20 550,000 22,000,000.00 i
? te.
YOO OO
SETDA DOMPU Audit Operasional 2016.06.1 7 20 50,000.00 ‘7T000.000.00 2 n
BAPPEDA & L 1. Tupoksi 2016.07.1 . 2 20 55,000.00 2,200,000.00
SKPD
3. lolaan Asct
. i ADM
Kepegawaian
5_Pe P/D __
& s
9,200,000.00
DIKAS PU Audit 2
DINAS DIKPORA N |
: Anggaran
SKPD 201606.1) 7 20 50,000.00 7,000,000.00 1
3 Azt 2016.07.1 2 20 55,000.00 2,200,000.00
z n ADM
Ke
'AD
RSUD DOMPU Audit J 2016.06.1 | 7 20 50,000.00 ~7,000,000.00 1 v
T Tina
Desa/ADD
e lolaan Aset 2016071 & 20 55,000.00 7,200,000.00
FPen in ADM
Ke: waian
5. Pengelolaan PAD S e 0 s "”""”“:f‘_'_“:’; o
“Bintek RKA ﬁ
9,200,000.00
m—— U
JUMLAR TOTAL 56,600,000.00




Bulan . Agustus 2016

JENIS Rar
UNIT OROANISASI| PENUGABAII/BASABIAN, JUMLAH PERSONIL TIM [JLH HARI JUMLAE BIAYA JLE LAP WIL. TRBAN
TUJUAN DAN JENIS RPL
PENGAWASAN GOLII  |GOL. IV o _|sTUANER®) TOTALRP)
2 3 3 5 3 7 B 9 10 11
DINSOSNAIKERSTRAAudit nal
SKB DOMPU 1. Tupolksi ez
3 Anggarari
SKPD 2016.06.1 7 20 50,000 7,000,000.00 1 i
R Keet  IWI607.1 7 5 20000000 |
4.Pen man ADM ECE AR
5. PAD
9,200,000.00
PINAY PERREBURAY nal Y5051 4 20 RORRO0 | 7,000,000.00 v 1 ¢
RPZT : RIEO7T T ) 70 X5 08,00 330000000 *
g Kaggaran 2
SKPD
3. ‘Kaet " =
2. aan ADM { =]
;
:EE PAD 1 i
. i
R R AL
o E08.1 % 20 SOTOUO0 | 7,000,000.00 b T
BPED TG RTEO7.1 | 7 —70 —EEO0000 | 2.200.000.00
; KeggaTa
SKPD {
F laan Asct I
7. raan ADIA
K
3 PAD ™~
~ 9,300 000.00°
na___ [AI606 1 T 20 ~BOOOU00 | 7,000,000.00 o 55 114
Bubapl |1Tu 3016071 | b} % T8, ~3.300,000.00 e
i Anggaran {
SKPD
; Iaan Aset TR [ESECL
ﬂc%@. A raan ADI
Kepegawaian S . o
5_Pengelolaan PAD { ] N 1

(€2)




(v2)

LALTITINGY .’Wﬂllﬂw‘l LU0
i JEine T3
RO. | UNTT OROGANISASI PENUVOASAR /BABARAN, JUMLAH PERSONIL TIIS |JLH FIARI JUMLAH BIAYA JLH LEP WIL. IRBAN
URUT TUJUAN DAN JENIB RFL
PENGA'NASAN ooLII  |GOL. IV STUAN(RP) TOTAL{RP)
1 2 3 4 E] 6 7 8 9 10 11
1{BPMPD Audit Operasional 2016.06.1 ¢ § 20 50,000 7,000,000.00 1 1
1. Tupoksi 2016.07.1 2 20 55,000 2,200,000.00
2 Pengelolaan Anggaran
SKPD ¢
3.Pengelolaan Aset
4_Penyelenggaraan ADM
S PAD
te
9,200,000.00
2|DINAS PETIERN Audit Operasional 2016.06.1 7 20 50,000.00 7,000,000.00 2 n
PERUSDA KAPODA H1 Tupoksi ' - -
2 Pengelolaan Anggaran
SKPD Al
3.Pengelolaan Aset 2016.07.1 2 20 55,000.00 2,200,000.00
4.Penyelenggaraan ADM
Ke; waian
5. PAD
3 Bk KA
9, ,000.00
T{DIRAS PRS Al —12016.06.1 | T pil ~50,000.00 | '%), ALLIALY e TIT
i n ‘Knggaran
SKPD
3.Pengelolaan Aset 2 20 55,000.00 2,200,000.00
% 'BAN [
. PAD
nal 05, o, 720 B0,000.00 | ':hm R 1)'4
'RTR.SAT. ¥ A § —————|2015.07.1 T pis) 55,000.00 —m‘%'w 00000 | ]
Pengelolaan Anggarar,
SKPD ﬁ
p lolaan Aset e N, (SN
Tiyelengga: aan ADK[ = - A ]
waian = B RSP, —
: PAD P SRR e
E - 9,200,000.00
JUMLAH TOTAL 36,800,000.00




(s2)

Hudon

Oktober 2010

JEINS RMP
RO. | UNTT ORGANISASI | PENUGASAN/SBASAFAN, JUMLAH PERSONIL TIM |JLH HARI JUMLAH EIAYA JLE LHP WIL. IRRAN
URUT TUJUAN DAN JEN I8 RPL e
PENGA'WABAN GOL.In |QoL. v —__|8TUAR®RP) TOTAL{RP)
1 2 K] 4 6 7 8 9 10 11
T F‘Wh 5.08.1 20 "7, 000,000.00 T T
5 507.1 7 . R T 7,200,000.00
< AggATar
SKPD -
: Jiset
REn ADP
K waian
PAD
¥, 200, 00000
] oAl XT606.1 20 50,000 00 7,000,000 00 7 "
[RPUDOMPO— |
. Jana 5
|Desa/ADD
3 Pengelolaan Aset XI16.07.1 | p) 70 55,000.00 73,200,000.00
Penyel AN |
waian {
SAD I
000"
3{DINAS PERTANIAN [Audit &l 2016.06.1 20 50,000.00 ~7,000,000.00 2 o
T DPU T 2UT6.07.1 |
< fggaran !
SKPD {
3. Jolaan Aset ] 2 20 55,000.00 2,200,000.00
velenggarian ADM l
Kepegawnian |
. Pengelolaan PAD i
: ]
|
4| DINAS KEHUTANAN [Audit Operasional 2016.06.1 20 50,000.00 ~7,000,000.00 2 v
PDAM DOMFU 1.Tupoksi 2016.07.1 2 20 55,000.00 2,200,000.00
2.Pengelolaan Anggaran
SKPD | N
3 Pengelolaan Aset i B 1
4. Penyelenggarnan ADM
Kepegawaian e e fosega
S. Pengelolaan 2AD |
.ﬁ.?\%rmr [~ - I
] $,300,000.00
JUMLAH TOTAL 36,800,000.00




(92)

LI

Nopember 2016

KO. | UNIT ORGANIBASE
URUT

JENIS

1/8ABAI
TUJUAN DAN JENIS

ok <

JLH [HARI

JUMLAH BIAYA

WIL. IRBAN

myanl

4

mu(n{}

10

DINAS XOPERINDAG-

—

Audit Operasicmal

2016.06.1

50,000

7,000,000.00

1

TAMBEN

1.Tupoksi

2016.07.1

SHR

55,000

2,200,000.00

2.Pengelolaan Anggaran
SKPD

3.Pengelolaan Aset

4 Penyelenggaraan ADM
Kepegawaian

S. lolaan PAD
. Bin

9,200,000.00

DINAS KESEHATAN

N

Audit Operasional

2016.06.1

7,000,000.00

DINAS PERHUBUNGAN

1.Tupoksi

DAN KOMINFO.

2.Pengelolaan Anggaran
SKPD

3. Pengelolaan Aset

2016.07.1

2,200,000.00

4.Penyelenggaraan ADM

S. lolaar: PAD
5. é’%&‘m

9,200,000.00

Audit Operasional

2016.06.1

7,000,000.00

1.Tupoksi

2016.07.1

2.Pengelolaan Anggaran
SKPD

3.Pe

Kepegawaian

Aset e
4.Peny raan ADM

20

2,200,000.00

5. T PAD

o. h

Audi onal

7016.07.1

34

1. Tupoks:
Peagelolaan ARgEaFin
SKPD

J.Yen|

Asel
raan ADM

4.renye




Bulan : Desember 2016
| JUMLAM PERSOWE. TIM (LN SARI | = JUMLAM BIAYA R R | WL IRBAR
aoL. W TOYALRP)
3 7 !¥ 9 10 11
20 7, X 1 T
2 20 X 2,200,
20 ~50,000.00 | .00 7 ]
2 20 55,000.00 2,200,000.00
1 N
9,200,000.00
20 " 50,000.00 7 ,000,000.00 1 i}
3 20 55,00000] 2,200,000 ]
| RIS =
20 50,000.00 ~7,000,000.00 1 v
2 20 §5,000.00 2,200,000.00
....... - R
[
~
~




[ JENIS ner | e I .
5O | UNIT ORGANISAS! | FENUGASAR/SABARAN, : L FERSORIL TiM JuMiAM | JUMLAH BIAYA JLHLHP | WIL IRBAN |
UROT TUJUAII DAR Jiaus ]
PREGAWASAN RFL lgoLm |aoL v KASUS | sruAnmr) TOTALRP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Kec. Pekat Pemeriksanan Kiasus M 4 2 2 3,000,000 6,000,000.00 2 LiLnwv

2 |Kec. Kilo Pemeriksaaan Kiasus M 4 2 2 2,700,000 5,400,000 .00 2

3 |Kec. Dompu Pemeriksaaan Kasus M “ 2 2 2,200,000 4,400,000.00 2

4 |Kec. Woja Pemeriisaaan Kasus ™ 2 1 1 2,250,000 2,250,000.00 1

5 |[Kec. M. Lewa Pemerilsanan Kasus M 2 1 1 2,250,000 2,250,000.00 1

6 |[Kec. Pajo Pemerilaaaan Kasus ™ 2 1 1 2,250,000 2,250,000.00 1

7 |Kec. Hu'u Pemeriksaaan Kasus M 2 1 1 2,250,000 2,250,000.00 1

8 |[Kec. Kempo Pemerilsanan Kasus ™ 2 1 1 2,250,000 2,250,000.00 1

11 27,080,000.00 11




